SALINAN PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pehgadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhal
yang diajukan oleh:

Sarmila Binti Darmo Pawiro, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawo,
RT/RW : 002/031, Sumberharjo, Prambanan, Sleman.
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta ayah

kandung Pemohon.

Telah menilai surat-surat bukti dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2017
telah mengajukan permohonan penetapan wali adhal yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam buku register induk perkara
volunter nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn tanggal 05 Juni 2017 dengan tambahan
dalil secara lisan yang selengkapnya mengemukakan posita dan petitum
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Orangtua yang bernama
Darmo Pawiro Bin - (meninggal pada tahun 1997) dan Giyem Binti —
(meninggal pada sekitar tahun 2007). ‘

2. Bahwa, orang tua Pemohon semasa hidupnya telah diakruniai 8 orang anak,
yang masing-masing bernama : UMIYEM (Perempuan), TUMIYEM
(Perempuan), SUMIYEM (Perempuan), WASINEM (Perempuan), KARSINI
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(Perempuan), KARSONO (Laki-laki), WASINAH (Perempuan), TUKINEM
(Perempuan).

. Bahwa, Karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun
1997, maka wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon,
beralih pada kakak kandung Pemohon :

Nama : Karsono Bin Darmo Pawiro

Umur . 47 tahun

F’ekerjaa‘n - Buruh

Alamat . Klumprit Il, RT/RW : 001/009, Wukirharjo, Prambanan,
Sleman.

. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan
pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Mustangin Bin Abdul Hadi
Umur : 50 tahun,

Agama . Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Duda Cerai

Tempat kediaman di:Bendungan, RT/RW : 001/029, Sumberharjo,
Prambanan, Sleman.

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Prambanan;

. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut

sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung

selama sekitar 1 tahun;

. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon,

telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon

dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon

telah berusaha meminang Pemohon kali, namun kakak laki-laki Pemohon

tetap menolak dengan alasan : Bahwa, calon suami. Pemohon dianggap

belum bekerja.

. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau

membujuk Kakak Kandung Pemohon agar menerima pinangan dan
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selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut,
akan tetapi Kakak Kandung Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak
mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak Kandung Pemohon
tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada
kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon
tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami
Pemoho'n, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri
dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah
dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala
rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan
penghasilan Rp. 2.000.000 ( Dua Juta rupiah) setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut
ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami
Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal
yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sleman segera memanggil Pemohon dan Kakak Kandung
Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus
diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan wali nikah Pemohon (Karsono Bin Darmo Pawiro) adalah wali
adhal,
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3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama  Kecamatan
Prambanan menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon dengan calon
suami Pemohon ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini,- Pemohon dan ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson, demikian pula
ayah Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah berupaya
memberikan nasihat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali
permohonannya, demikian pula majelis hakim telah memberikan saran agar
ayah Pemohon bersedia menikahkan anak kandungnya (Pemohon) tetapi tidak
berhasil karena ternyata ayah Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam
pengertian volunter (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam
bentuk penetapan, maka perintah mediasi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya
sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil
permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita
acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan
permohonannya.

Bahwa di persidangan Karsono bin Darmo Pawiro (kakak kandung
Pemohon yang sedianya akan menjadi wali nikah) memberi keterangan secara
tertulis tertanggal 18 Juli 2017 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (adik saya) dan calon suami memulai hubungan pada
saat calon suami masih memiliki isteri yang sah, yang tinggal berdekatan
(satu kampung), sehingga hubungan mereka menimbulkan :

a. Kemarahan isterinya (isteri calon suami),

b. Tanggapan yang tidak baik di masyarakat,
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c. Mencemarkan nama diri Pemohon dan keluarga
d. Terlebih lagi tidak bisa dijadikan tauladan bagi tiga putri Pemohon yang
masih di bangku sekolah;
Bahwa pada saat dilakukan pertemuan keluarga Pemohon (adik saya)
sudah sanggup dan menyatakan tidak lagi berhubungnan dengan calon
suami Pemohon.Namun ternyata diam-diam tetap berlanjut dan akhirnya
calon calon suami Pemohon menceraikan isterinya. Hal ini telah -
menyeb.abkan rusaknya sebuah rumah tangga;
Bahwa terhadap alasan nomor 6 (posita Pemohon), keluarga Pemohon
memang telah mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, namun sampai
saat ini belum pernah ada pinangan yang dilakukan oleh keluarga calon
suami Pemohon, bahkan keluarga calon suami menyatakan tidak akan
melakukan pinangan secara kekeluargaan karena menganggap itu tidak
penting. Padahal pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang lawan
jenis, tetapi juga sekaligus mendekatkan hubungan dua keluarga dan
kemasyarakatan. Bahkan calon suami Pemohon telah mendaftarkan
pernikahan mereka ke KUA sebelum keluarga mengetahui hubungan
mereka dan belum ada pinangan terlebih dahulu. Sehingga kami keberatan
untuk menerima calon suami Pemohon dikarenakan sikapnya yang tidak
menghargai keluarga maupun tatanan masyarakat;
Bahwa suami (calon suami) Pemohon pernah menikah berkali-kali, dan
selalu diceraikan untuk mendapatkan isteri yang baru lagi. Bahkan anak
dari hasil perekawinan mereka tidak pernah diurusi bahkan diserahkan
kepada orang lain untuk dirawat dan dibesarkan. Sehingga kami menilai
calon suami Pemohon tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami;
Bahwa dalam aturan perkawinan, wanita yang shaleh seharusnya
mendapatkan laki-laki yang shaleh pula. Wanita yang bertanggung jawab
juga seharusnya mendapatkan suami yang bertanggung jawab;
Bahwa saat ini adik saya (Pemohon) sudah memiliki kehidupan yang
mapan, dengnan usaha dan penghasilan yang baik cukup untuk
menghidupi keluarga. Kami sangat menyayangi adik saya (Pemohon),
sehingga dengan perilaku dari calon suami yang tidak memiliki tanggung
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jawab, kami khawatir bukan kebahagiaan yang akan diperoleh tetapi justeru

kesengsaraan dan mudharat;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Mustangin bin Abdul
Hadi hadir di persidangan, memberikan keterangan secara lisan yang pokok-
pokoknya sebagai berikut:

+ Bahwa calon suami Pemohon benar telah menjalin hubungan dengan
Pemohon, namun be;lakangan setelah bercerai dengan isteri dan ketika
hendak menikah dengan Pemohon ternyata ditolak oleh pihak Kantor
Urusan Agama dengan alasan kakak kandung Pemohon sebagai satu-
satunya calon wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah.

+ Bahwa pada bulan duda cerai dengan isteri yang lama, dan sudah
mempunyai penghasilan tetap sebagai security di salah satu perumahan
terdekat dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap
bulan;

+ Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga (sedarah dan
sesusuan atau semenda) yang dapat menghalangi pernikahan bagi
Pemohon dan calon suami;

+ Bahwa persyaratan pernikahan calon suami Pemohon dan Pemohon
semua sudah terpenuhi, kecuali wali atas nama Karsono bin Darmo Rejo
yang masih belum ada kesepahaman bersama (adhol);

. Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atasnama Tukinem
(Pemohon), NIK. 340409460477003 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman, tanggal 20-10-2012. (P.1).

2. Asli Surat Permohonan Penetapan Putusan Pengadilan Agama yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan tanggal 5
Juni 2017, (P.2). .

Surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan dapat diperlihatkan

aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 dan P.2.

B. Bukti Saksi:
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1. Subaryanto bin Subadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Buruh, alamat tempat tinggal di Dusun Sawo, RT/RW : 002/031,
Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman,
mengaku kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat
dengan Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi
menyampaikan kesaksian yang disimpulkan intinya sebagai berikut:
»" Bahwa selaku tetangga dekat Pempohon Saksi mengetahui,

Pemohon akan menikah secara resmi dengan seorang bernama
Mustangin bin Abdul Hadi.

*» Bahwa Saksi juga mengetahui, pernikahan tersebut belum dapat
dilaksanakan karena pihak KUA Prambanan menolak karena
kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono yang sedianya
menjadi satu-satunya wali nikah, namun keberatan untuk menjadi
wali nikah, namun Saksi tidak tahu persis alasan dan keberatan
untuk menjadi wali nikah tersebut;

» Bahwa yang Saksi ketahui, pihak calon suami dan keluarga telah
berusaha pendekatan terhadap keluarga Pemohon, termasuk
berusaha untuk melamar Pemohon, namun belum diterima,
terutama oleh kakak Pemohon yang bernama Karsono tersebut;

* Bahwa status Pemohon yang Saksi ketahui, adalah duda cerai,
sedangkan Pemohon adalah janda mati;

* Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut sepengetahuan
Saksi semua sudah terpenuhi, dan tidak ada halangan yang
menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali
wali, karena kakak kandung yang bernama Karsono tidak
bersedia;

2. Samsutris alias Pujo bin Pawirorejo, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan buruh, alamat tempat tinggal di Dukuh Bendungan RT 01
RW 29 Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan Kabupaten
Sleman, saksi mengaku kenal dengan Pemohon calon isteri
Mustangin bin Abdul Hadi, sebagai tetangga dan sekaligus Ketua RT
Mustangin bin Abdul Hadi. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi
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memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa selaku tetangga calon suami dan ketua RT setempat Saksi
mengetahui  Pemohon dan calon suami  bermaksud
melangsungkan pernikahan, namun nbelum dapat terlaksana,
karena ditolak oleh KUA Kecamatan Prambanan;lantaran wali
yang sedianya menjadi salah satu syarat dalam perkawinan belum

* bersedia, yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono
bin Darmo Rejo;

= Janda karena ditinggal mati oleh suaminya dan calon suami yang
bernama Mustangin bin Abdul Hadi berstatus duda cerai, dan
yang Saksi kektahui keduanya tidak ada hubungan keluarga yang
dapat menghalangi untuk melangnsungkan pernikahan;

= Bahwa selaku tetangga dekat dengan calon suami sekaligus ketua
RT setempat Saksi pernah ikut hadir pada keluarga besar
Pemohon, namun belum dapat terlaksana dengan baik karena
masih kukuh menolak kehadiran calon suami Pemohon;

* Bahwa calon suami Pemohon yang Saksi ketahui, selama ini
sebagai karyawan swasta (securuty) selama ini mempunyai
perangai yang baik, taat beragama serta tidak pernah ada
persoalan dengan lingkungannya,

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti
yang lain.

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi secara lisan yang pada
intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan
memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan
permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk
mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada
berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn
Tanggal 18 Juli 2017



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula
calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter
(tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka
perkara ini adalah pengecualian, yang tidak termasuk jenis perkara yang
dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal
memberikan nasihat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami
istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan
atau menunda sampai kakak kandung Pemohon selaku calon wali tunggal
merestui dan bersedia menjadi wali nikah, tetapi Pemohon tetap pada
permohonannya. Demikian pula majelis hakim telah memberikan pandangan
kepada kakak kandung Pemohon yang bernama Karsono bin Darmo Rejo
selaku calon wali nikah agar bersedia menikahkan Pemohon namun kakak
kandung Pemohon tersebut bersikeras pada prinsipnya tidak bersedia
menikahkan Pemohon dengan Mustangin bin Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara
kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus
perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan didukung dengan
bukti P.3 (KK) ternyata Pemohon (calon mempelai wanita) bertempat tinggal
dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka secara kompetensi relatif
Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta

mendengar keterangan Pemohon dan ayah Pemohon serta calon suami
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Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari
permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan wali
adhal untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustangin bin
Abdul Hadi, dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan
cinta dengan Mustangin bin Abdul Hadi dan akan melangsungkan pernikahan
tetapi wali nasab (kakak kandung Pemohon) yang paling berhak ternyata
dengan berbagai alasan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon sebagai
calon mempelai wanita, dan ketika mengajukan pemberitahuan kehendak
nikah, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal Pemohon tersebut mengeluarkan surat penolakan pernikahan
karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal,
yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian
duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 11
Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa
‘Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri
tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat,
berhalangan atau adhal”. “Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan”.

2. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 30 Tahun 2005 Tentang
Wali Hakim, yang menentukan bahwa “Bagi calon mempelai wanita yang
akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah
teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali
nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan atau
adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim".

3. Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali
Hakim, yang menentukan bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk
menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini”.
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4. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, vyang
menentukan: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak
diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan”. “Dalam
hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Menimbang, bahwa hukum materil dalam perkara ini adalah sistem

hukum terapan Peradilan Agama versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

Indonesia serta yurisprudensi dan doktrin/pendapat para pakar hukum Islam

yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara volunter, tetapi
untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan penolakan ayah
kandung Pemohon sebagai wali nasab yang enggan menjadi wali nikah
Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan waijib bukti, untuk itu Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta
menghadirkan 2 (dua) orang saksi tentang hal:

o Apakah benar antara Pemohon (calon mempelai wanita) dengan calon
mempelai pria sudah sungguh-sungguh untuk menikah, dan apa yang
melatarbelakanginya?

o Apakah benar wali nasab (kakak kandung Pemohon) enggan (adhal)
menikahkan Pemohon dengan pilihan calon suaminya? dan apa alasannya?

o Apakah Pemohon sekufu dengan calon mempelai laki-laki dalam hal agama
dan status sosialnya?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh
Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan
formil pembuktian yakni telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di
persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara
materil dan secara spesifik dipertimbangkan berikut ini. _

* Bukti P.1, membuktikan tentang identitas diri, susunan dan hubungan
keluarga, serta domisili Pemohon dan Pemohon adalah adik kandung
Karsono bin Darmo Rejo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini
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(persona standi in judicio).

* Bukti P.2 membuktikan dalil/posita permohonan Pemohon pada angka 4
bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman menolak untuk melangsungkan
pernikahan antara Mustangin bin Abdul Hadi dengan Pemohon dengan
alasan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya
adhal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-
masing bernama Subaryanto bin Subadi dan Samsutris alias Pujo bin
Pawirorejo, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini,
maka secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi
kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa ternyata substansi kesaksian kedua saksi tersebut
didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung
bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon telah satu tahun
menjalin hubungan cinta dengan Mustangin bin Abdul Hadi bahkan Pemohon,
kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan kedua anak
tersebut bahkan telah berupaya melakukan peminangan namun ditolak oleh
pihak keluarga Pemohon (kakak Pemohon), dan menerangkan tidak ada
halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun
maupun halangan yang lainnya. Demikian pula keterangan saksi yang kedua
intinya telah mengetahui langsung bahwa Pemohon dan Mustangin bin Abdul
Hadi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua
keluarga tetapi kakak Pemohon menolak sebagaimana telah diuraikan pada
bagian duduk perkara. Dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan
antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian
keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil
permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut secara materil
dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan
rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon

yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir
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peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta di persidangan/

peristiwa hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon bernama Tukinem binti Darmo Rejo, umur 41 tahun,
berstatus janda mati telah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan
Mustangin bin Abdul Hadi, berusia 50 tahun berstatus duda cerai dan telah
sepakat dan menunjukkan keseriusannya untuk dapat segera menikah
secara’sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keduanya dipandang
cakap, dan Mustangin bin Abdul Hadi (calon suami Pemohon) juga sudah
mempunyai pekerjaan tetap, sanggup melindungi dan menyayangi calon
istrinya Pemohon.

Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (Mustangin bin Abdul
Hadi) sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik
karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian
sesusuan, dan ternyata pula Mustangin bin Abdul Hadi telah resmi
berstatus sebagai duda cerai, demikian pula Pemohon sebagai janda mati
ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan ataupun satu peminangan
dengan pria lain.

Bahwa pada Mei 2017, Mustangin bin A bdul Hadi beserta keluarganya
telah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk meminang Pemohon,
tetapi kakak (Karsono bin Darmo Pawiro) tidak merestui maksud Pemohon
tersebut.

Bahwa Pemohon memohon agar kakak kandung Pemohon tersebut
ditetapkan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Prambanan sebagai Wali Hakim yang akan
menikahkan Pemohon dengan Mustangin bin Abdul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dan Hadits-hagits sebagai berikut:

1. Alguran, Surat ke 24 (Ar-Rum) ayat 32

>4 ~rrA

or B 2B T Uy P B0 & FankiSl K SENT ST
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan

orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan

kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.
2. Hadits-hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:

W}Q)O}bj&a&!#\bl :rlujdﬁl;&\ggl.od‘:\l\d}uj‘_]@

LR b g oy B A ST ke Y] 0
Artinya: Rasulullan SAW bersabda: Jika datang meminang kepadamu
seorang laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu sukai, maka

kawinkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian, maka akan terjadi fitnah

di muka bumi dan kerusakan besar. {Hadits Riwayat Al-Turmudziy, halaman
282}.

dabnall ¢ ggige il o G SN Id g ke Al o A Jpuy JB
S Wy ) aSUI g e dy gl IS gl e B

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga golongan orang yang berhak
ditolong oleh Allah, yaitu: Pejuang di jalan Allah, Makatib (budak yang
menebus dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya, dan

orang yang menikah karena mau menjauhi dirinya dari yang haram.
oA Gy —ay e A do— Al ol JB SI6 Ae e
G Gl 0B by S by 5 bG8 LY s
<A 23 Y e 5 HBILIB 19pmak OB s Sl Wy Wigs
Dari 'Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Perempuan mana saja
yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal,
nikahnya batal . Jika laki-lakinya telah bercampur dengannya, maka ia
berhak maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak
wali enggan menikahkannya, maka Sulthan yang bertindak sebagai wali

bagi seseorang yang tidak ada walinya. {Sunan Al-Turmudzy, kitab al-Nikah,
Hadits nomor 1021}.
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Artinya: Dari Ali ibn Abi Thalib, bahwa Rasullah SAW, bersabda: Wahai Ali,
tiga hal yang jangan engkau tunda-tunda, yaitu: Shalat apabila telah tiba
waktunya, janazah apabila sudah siap, dan perempuan apabila sudah

ditemuRan pasangannya yang sepadan. {Sunan Al-Turmudziy, Bab Tajil
al-Janazah, halaman 281}.

Wi 'gj A2 N Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak

boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam,
Hadits nomor 2331.

Menimbang, bahwa penolakan kakak kandung Pemohon yang enggan
menikahkan Pemohon (adik kandungnya) dengan Mustangtin bin Abdul Hadi,
majelis hakim berpendapat alasan penolakan tersebut tidak didasarkan yang
dibenarkan oleh Undang-Undang, hal mana menurut hukum tidak menghalangi
dilaksanakannya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut,
terlebih lagi mengingat kondisi kedua belah pihak yang sudah kuat keinginan
untuk segera menikah karena sudah sama-sama dewasa dan mengaku saling
memahami dengan pengalaman masing-masing sebagai janda mati dan duda
cerai dengan bawaan anaknya sendiri-sendiri, dan calon suaminya menyatakan
sanggup untuk menjalin hubungan yang baik kembali dengan keluarga besar
Pemohon, maka majelis berpendapat jika keduanya tidak dinikahkan justru akan
membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak karena itu keberatan
kakak kandung Pemohon untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon
suaminya tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penetapan wali adhal yang diberikan Pengadilan
Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat
yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah figih yang

selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: jladi &>
Qudl L e siie Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan
daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘/imu Ushul al-Figh,
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1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab Al-
Asybah Wa al-Nadzair, halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan
hukum sebagai berikut: alady b e & 5231 Artinya:  Tindakan

Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan
kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir
tersebut di'atas, maka secara yuridis patut dinyatakan bahwa wali nasab
Pemohon (Haryanto bin Maryono) terbukti adhal (enggan) untuk menjadi wali
nikah, dengan demikian petitum angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan, yang
amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya)
terbukti secara sah bahwa ayah Pemohon tersebut patut dinyatakan sebagai
wali adhal, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon telah memenuhi
maksud ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, jis. Pasal 2 dan Pasal 3
Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, sehingga
harus dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan
penetapan wali 'adhal tersebut patut untuk dikabulkan, dan agar Pemohon
dapat melangsungkan pernikahannya, maka perlu ditetapkan dengan menunjuk
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman yang
mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagai Wali Hakim untuk menikahkan
Pemohon (Tukinem binti Darmo Rejo) dengan Mustangin bin Abdul Hadi,
sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini, dengan demikian
petitum permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a
dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
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berlaku serta kaidah-kaidah syara’ dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan wali nikah Pemohon (Karsono bin Darmo Pawiro) adalah
wali adhal.

3. Menlnjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan
Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (Sarmila bin Darmo
Pawiro) dengan calon suami Pemohon (Mustangin bin Abdul Hadi).

4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Wahfir
Kosasih, SH.,MH.,M.Si. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas |-A
Sleman sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarbini, MH. dan Drs. Ambari, MSI
masing—masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Heni Astuti, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sleman, penetapan ini
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh Pemohon, calon suami Pemohon, dan kakak kandung Pemohon.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.H.,M.Si.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd Ttd
Drs. Sarbini, MH. Drs. Ambari, MSI.
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Panitera Pengganti

Ttd

Heni Astuti, S.Ag.

Rincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000

2. Biaya Administrasi Rp 60.000
3. Biaya Panggilan Rp 60.000
4. Biaya Redaksi Rp  5.000
5. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad
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Sleman, 29 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua,

Panitera,

Suhartadi, SH

Drs.H.Abd Malik, SH,MSI
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PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A
Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman. Telp.(0274) 868201
* Fax :(0274) 864287 Sleman -53511-

SURAT KETERANGAN
Nomor: W.12-A.2/ 1617 /HK.03.4/1V/ 2018

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa

R I ATT

Nomor Mahasiswa 014061024¢

Fakultas Lt

Program Studi : Ilmu Hukun

Strata 81

Universitas :Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
m a terseb diatas telah melaksana

penelitian di Pengadilan Agama

Dengan Judul

PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ISLAM DI

INDONESIA ( PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR
80/PDT.P/2017/PA.SMN )

SUHARTADI, SH/{



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN
Nomor : 070/ Kesbangpol / 1294 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, lzin Praktik Kerja 7
¢ Lapangan, Dan lzin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda DIY

Nomo : 074/3826/Kesbangpol/2018 Tanggal : 28 Maret 2018
Hal : Rekomendasi Penelitian
MENGIZINKAN :
Kepada i
Nama : ERY SETYAWATI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK 1 20140610246
Program/Tingkat : 8
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : JI. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Alamat Rumah . Pendekan Pedukuhan V. Rt 16/Rw 8. Tirtorahayu, Galur. Kalon Progo
No. Telp / HP : 085875786747 :
‘Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
Penggunaan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Islam Di Indonesia
(Putusan Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 28 Maret 2018 s/d 27 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemeriniah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepalo Tnsicrisi
untuk mendapat petunjuk seperlunya

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempal yang berlaku.

3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan
melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-wakiu apabila tidak dipenuhi ketenivan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dxharapkan pejabat pemerintah/non
pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan Iapora.n kepada kami I (satu) bulan
setelah berakhirnya penelitian.
Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal - 28 Maret 2018
Tembusan : . Ke

a/‘pa\la Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
l. Bupati Sleman (sebagai laporan) m
2. Pengadilan Agama Islam Kab.Sleman \
3. Yang Bersangkutan

/ L Mmpﬁ Yuno Nurkaryadi. M.M
'Pemﬁma Tingkat L, IV/b
NIP 19621002 198603 1010



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Kepada Yth:
Nomor 1 074/3826/Kesbangpol/2018 Bupati Sleman
Perihal :  Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman
. di Sleman
Memperhatikan surat :
Dari :  Ketua Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 108/A4-IMIF2018
Tanggal : 27 Maret 2018
Perihal Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA PERDATA
NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Smn)” kepada:

Nama : ERY SETYAWATI

NIM : 20140610246

No.HP/Identitas :  0B7875786747/3401046701960002

Prodi/Jurusan : llmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Sleman

Waktu Penelitian 1 29 Maret 2018 s.d 30 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penalitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3.  Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum. =y

N Ny lJf'\f \ KEPALA

< BADANKESBANGPOL DIY
\ . .

Tembusan di aiki

Gubemur DIY (sebagai laporan)

Ketua Program Studi limu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yang bersangkutan.
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